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LEMBARAN DAERAH KABCPATE~ REMBA.NG

A\O\IOR 5 TAHC'\ 2000

T.\\IBAHAN LEA\IBAR.-\ : DAERA.H 'O:\llOR 2

Menimbang

vlengmgat

PERATURA.!"J DAERAJI KABuUPATE;\: RE~I3..\.NG

;. 10'HJR 5 TA.HC. 2000
TENTANG

BADAN PER\.VAKIL-\i'l DESA
DE'\:GA:\ R.\HNIATTU-TA!-'YA."\G \L-\HA ES.\

BUPATI RENBAAN"G

bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran
penyelenggaraan  pemerintahan. pelaksanaan
pernbangunan dan pembinaan kemasyarakatan seria
melaksanakan pengawas an penyelenggaraan
Pernerintahan Desa. maka di Desa perlu dibenruk
Badan Perwakilan Desa:

bahwa berdasarkan Keputusan Me nte ri Dalam
N\eger; :\omOr 31 Tahun 999 reruang Pe do mar,
Lrurn Pengaturan \lengenai Desa. rnaka perlu
mengatur pernbentukan Badan Perwakilan Desa:

bahwa untuk rmaksud tersebut peru diatur dan
diteiapkan dengan Peraturan Daerah

Undang-undang :\omor 13 Tahun i950 re ntang
Pe mbe ntukan Daer ah-dae rah Kabupate n dala m
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah:

I'ndang-undang :\omor 22 Tahun 1999 tentang
Pernerinrahan  Daerah rl.embaran :\"ugara Republik
Indonesia Tahun 1999 >jomor GO. Tambah an
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Lomil,in L c.~ara \onrn- :l133~);
N'PL' noan  f<lilclPn I<~rublik  Indniw.ja A -l
1 :nul, ig.1 ten tan~ Pv nvusunan PPraturdn
))-~undar:e;undan~.ir. dan Be ntuk Rancar,i;:.In

- .kr~-UiHlang. Rancanzan Peraiuran Pfilnc>n;-ah
iLn ~crl,n;m  Kepuiusun Presici-n

. . purusan \lp:iten Dalnm =>Pgibri \:omor !d Tahur
[111) renrang  Perunjuk Pelaksanaan dan Pcnvesuaian
Perisrlahan ~ Dalam penyelenggaraan  Perneriniahan
Desa dan Kelurahan:

5. Keputusar: Menreri Dalam 'egeri Nornor G-i -,-hun
999 tenrang Pedoman Umum Pengaruran Mengenai
Desa.

Deripan Persetujuan

DEWAN PER\VAKILA, RAKYAT DAERAH KABUPATEN RFEMBANG

VIEAJUTUSKAN!
vlenetapkan PERATURA\l DAERAH KABUPATElL REM BAiI\G
TENTANG SADAN PERWAKILAN DESA
BAB!
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a.

b.

Daerah adalah Kabupaten Rembang;

Bupati adalah Bupari Rernbang:

Camat adalah Camat di Kab.ipaten Remhang;
Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa;

Desa adalah kesatuan mas. "lrakat hukum yang mermiiki kewenangan
untuk mengatur dan rnerig rrus kepentirigan  masyarakat setempat
berdasarkan  asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam
Sistim Pemerintahan =~ Nasional dan berada di Kabupaten Rembang;

Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan  yang dilaksanakan
oleh Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa:

Pernerintah Desa adaiah Kepala Desa dan Perangkat Desa:
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h. Sadan Pcrwakilan Desa vans; selanjutnva disebur HPD adalah Badan
Pcr.vakilar: :,a-~g berfu ng~ mengayomindat;l iada. rnembuar Prratura .
Desa me nampung dan menvnlurkan asp irasi masvar akar scrta
melakukan p-riaawasan ierhadap penyelenggaraan Pcmerinrahan Desa

1. Peraturan Desa adalah sernua krpurusan yang diterapkan ole h Kepala

'Jeq "urli-~;, mendapar prr-s-tujuar: BPD.
BAB fl
PEAIBENTLhA:\ BAO,\ "\ PER\\'AKILA.\ DESA

Pasa! 2

Dalam rangka mewujudkan wahana dernokrasi di Desa yang bertungs:

sebagai lembaga Legislatif dan pengawasan dalam hal pelaksanaan

penyelenggaraan Pe.nerinrahan Desa. maka di setiap Desa dibentuk BPD.
Pasal 3

Anggota BPD dipilih oleh r,enduduk desa yang bersangkutan dari calon-
calon yang diajukan oleh Organisasi Sosial Politik. golongan profesi dan
Organisasi Sosial Kemasyarakaran

BAB I11
KEDUDUKAN, FUNGST. TUGAS DAN WEWENANG BPD
Pasal 4

(1) BPD sebagai Sadan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan
demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pernerintah Desa.

Pasal 5
() BPD rnernpunyai tungsi

a. mengayorm yaitu menjaga kelesrarian adar-istiadat ~-ang hidup dan
berkernbang di Desa yang bersangkutan sepanjang rnenunjang
kelangsungan pernbangunan:

b. Legis lasi yairu merumuskan dan me net apkan Peraturan Desa
hersama-sarna Pemerintah Desa:

c. Pengawasan vait u meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraruran Desa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sena
Keputusan Kepala Desa:

menarnpung aspirasi masyarakat vaitu rnenangani dan men: alurkan
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aspirasi -ang diterima dari masvarakar kepada Pejabat atau Instansi
vanz berwenang
i) Pelaksanaan  fungs: BPD sebagairnana  dimaksud ayat (I) ditet apkan
dalarn  Peraiuran Tata Tertib BPD.

NI Dalarn  mela ksa nak an fungsi BPD sebagaimana dimak sud avat (I)
angg(l;a BPD me mpunyai hak. kewajiban cian wewenang van~ sama.

Pasal G
() Tugas clan Wewenang BPD
a  bersama-sama Pe merntah  Desa memhentuk Panit ia Pe milihan
Kepala Desa:
b. me netapkan  dar. mengusulkan  pengangkatan, pemberhentian

sementara dan pemberhentian Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf
sekretariat BPD serta mengusulkan Pejabat Sementara Kepala Desa;

c. bersama-sarna Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa;

d bersarna-sarna Kepala Desa merumuskan dan menetapkan Peraturan
Desa:

e. melaksanakan pengawasan terhadap
|:--pelaksanaan Peratur.an Desa dan Keputusan Kepala-Desa:
2. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Kebijakan Pernerintah Desa:
4. pelaksanaan kerja sama antar Desa atau pihak lain.

f  memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa
terhadap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.

(2) Pelaksanaan wewenang sebagaimana terse but ayat (]) ditetapkan dalam
tata tertib BPD.

BAB IV
HAK DAN KEWA.JJIBAN BPD

Pasal 7
(1) BPD mernpunvai Hak:
a  mengadakan pembahasan atas Rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;

¢ bersama-sama dengan Pemerintah  Desa menetapkan  Anggaran
Pendaparan dan Belanja Desa:



d me nerapkan Poraturan Tata Tertib BPD:
mengajukan  pcrnvaiaan  pendapat.
f.  meminta pertanggungjawahan Kepala Desa
IL) Pelaksanaan  hak scbagaimana dirnaksud avat (I /. diretapkan dalarn
Pcraruran Tara Tenib BPD.
Pasal :

1) Anggc:ia RPO mempunyai hak mengajukan pertanyaan. kedudukan
protokoler dan kedudukan keuangan.

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dirnaksud avat (I) ditetapkan dalam
Peracuran Tata Tertib BPD.

Pasal 9
BPD mempunyai kewajiban :

a. mernpertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
fndonesia;

b. mengarnalka-i Pancasila dan UuD 1945 serta mentaati segala Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku:

c. melaksanakan dernokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

d. meningkatkan kesejahteraan warga di desanya berdasarkan demokrasi
ekonomi;

e. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerirna keluhan dan
pengaduan dari masva rakat serta memfasilitasi tindak lanjur
penyelesaiannya.

BAB V
KEA\N'GGOT AAIN

Pasal 10

J.i=-lflll anggota BPD dite ntukan berdasarkan jurnlah pcr.duduk Desa yang
bersangkuran dengan keteruuan sebagai berikut

a. jurrlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa. -- (tujui» orang anggota:
b, '<i<j sarnpai dengan 3 <)0j'wa, 9 (sembilam orang anggota:
¢ J1" sampai dengan 5000 jiwa. 1.3 (tiga belasi orang anggota

c. .ebn dari 5000 jiwa 13 (Tiga belas) orang anggota.

Pasai 11

Yang capa: dipilih menjadi .-\nggoca BPD adalah penduduk \Varga Negara
Inconesia di Desa serernpa: yang mernenuhi svarat-svarur sebagai berikur -



bert aqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa:
setia dan mat kepada Pancasila dan UUD 945

tidak pernah terlibat langsung dalarn kegiatar: yang mengkhianati
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 G.30.S PK! danatau kegiatan
organisasi terlarang lainnya:

berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjuran Tingkar Pen arna
danaiau berpengetahuan yang sederajat:

berurnur sekurang-kurangnva 21 (dua puluh satu) tahun:
sehat jasmani dan rohani:
berkelakuan baik;

tidak penah dihukum penjara karena melakukan rindak pidana kejahatan
yang diancam dengan piciana penjara sekurang-kcrangnya 5 (lirna)
tahun:

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang
mernpunyai kekuatan hukum ~ang terap:

mengenal daerahnva dan clikenal o!eh masyarakat di Desa setempat:

terdaftar sebagai penduduk Desa dan berternpat tingga! tetap di Desa
yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan
tidak terpurus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk
dan Kartu Keluarga;

bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD.
BAB VI
ALAT KELENGKAPAJ'JBPD
Pasal 12

Alat Kelengkapan BPD terdiri atas :

Pimpinan:

b. Bidang-bidang:

c. ;Panitia-panitia.

Bagian Pertama
Pimpinan BPD
Pasal 13

0O) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. .
(2) \Vakil Kerua sebagaimana dimaksud ayat (I) sebanvak-banyaknya 2 (dua)

orang.



I'3) Pirnpinan  BPD scbagaimana dimaksud ayai (I ) dipiih dari dan olch
anggota BPD <eccara langsung dalarn rapat BPD vanz diadakan secara
khusus.

() Sebelurn rerbentuk Pimpinan BPD. rapat BPD dipirmmpm olch anggoca
rertua dan dibaruu oleh anggota rernuda

(5) l{Pte:ltuan tata cara pernilihan Pimpinan SPD diatur dalarn Peraturan
Tata Terth BPD.
Bagian Kedu a
Bidang-bidang
Pasal 14
(I) Bidang-bidang sebagairnana dimaksud Pasal 12 huruf b terdiri dari:
a. Bidang Pemerintahan;
b. Bidang Pembangunan;
c. Bidang Kemasyarakatan

(2) Jumlah tiap bidang disesuaikan dengan jurnlah Anggoia BPD termasuk
Pimpinan BPD.

Bagian Ketiga
Panitiapanitia
Pasal 15

(1) Panitia-panitia ~ sehagaimana dimaksud Pasal 12 huruf ¢ dapar terdiri
dari Paniria Anggaran dan Panitia Khusus.

(2) Kedudukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) cisesuaikan dengan
kebutuhan.

BAI3 VII
SEKRETARL\T BPD
Pasal 16

() Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat
BPD.

12) Sekretariat BPD sebagaimana dirnaksud ayat (1) dipirnpin oleh seorang
Sekretaris BPD dan dapar dibanru oleh sraf sesuai kernampuan Desa

yang diangkat oieh Pemerintah Desa aras persetujuan Pirnpinan i3PD
dan bukan dari Perangkat DP- -

13) Persyaratan. raracara pengangkatan Sckretaris dan Staf Sekretaris BPD
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sebagaimana dimaksud avar (I | dan ayat (2) meugucu pada persvararan
dan taracara pengangkatan Perangkat Desa

() Sekretaris dan Sraf Sekrerariar [3PD tidak boleh dirangkap olch anggoi a
BPD. Kepala Desa dan Perangkar Desa.
B.\B VIII
R.\P.\.T-R.\PAT BPD

Pasal 17

(I) BPD meng adakan rapat aras prakarsa sendiri atau aras perrnintaan
Kepala Desa secara berkala sekurang-kurangnya 3 (riga) kali dalarn saru
tahun.

(2) BPD mengadakan rapat ams undangan Ketua BPD.
(3) Pelaksanav» kereruuan sebagaimana terscbur avar {I ] dan avat (2
ditetapkan odarn Peraruran Tara Tertib BPD.
Pasal 18

Raparrupat BP;) bersifa: rerbu.a untuk umum. k=cuaii vceng dinyatakan
tertutup berdasarkar: Peraturan Tata Tertib SPD arau a.as kesepakaran
Pimpinan BPD.

P-asaO 9
Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan. kecuali mengenai :
a. pembentukan Panitia Pernilihan Kepala Desa;

b. usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Perangkar Desa
dan Staf Sekretariat BPD serta usu! penunjukan penjabat sementara
Kepala Desa:

¢ pemilihan Ketua/Wakil Ketua BPD;

d penetapan Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa dan Anggaran
Sekretariat Desa:

e. penerapan Peraturan Desa:

f. urang piutang, pinjanan dan pembebanan kepada Desa:

g Badan Usaha Milik Desa:

h.  persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai

1. kebijakan tata ruang

J. hal-hal lain yaii'g bersifat membebani. membatasi hak. mernuat larangan
dan kewajiban kepada masyarakat.
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B,'B iX
LAR-\~-1GA\N A\:GGOTA B?D

Pasal 20

Pimpinan dan Anggota BPD tidak dibenarkan rangkap jabatan dengan
Kepala Desa. Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD dan Anggota Legislatif.

Pimpir.an dan Anggora BPD ridak dibenarkan mempunvai hubungan
keluarga dengan Kepala Desa.

Anggota BPD dilarang

a. melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau
martabat Sadan Perwakilan Desa:

b. menyalahgunakan wewenangnya,

c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga
milik Negara dan atau milik Pemerintah Desa.

BABX
KEDUDUKAN KEUANGAN BPD

Pasal 21
Anggota dan Pimpinan BPD dapat menerima uang sidang dan atau

" tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.

Uang sidang anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (I) ditetapkan
setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Bele nja Deesa.
Pasal 22

Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan  bi, va sesuai dengan
kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD.

Biaya sebagaimana dimaksud ayat (I) ditetapkan .etiap tahun dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa maksimal 1C >0 (Sepuluh persen)
dari jumlah Anggaran Belanja Rutin Desa.

BAB XI
\IASA KEANGGOTAA.JNIDAN PEMBERHEN'""'TAN BPD
Pasal 23

Masa heanggotaan BPD adalah 5 (Lima) tahun sejak :anggal pelantikan.

Setelah berakhirnya masa bhakti sebagaimana  dirnaksud ayat (1),
Anggota BPD dapat dipilih kembali untuk satu kali masa keanggotaan
berikurnva.
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Pasal 24
Keanggotaan BPD berhenti karena
meninggal dunia:

a.
b. atas permintaan sendiri;

o

masa keanggotaan telah berakhir dan telah dilantik anggota BPD baru:

=%

diberhentikan karena melanggar Surnpah/Janji Anggota BPD:

e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang di
rnasyarakat.

BAB XII

PENGGANTIA.L."1 ANGGOTA DAN PIMPINAN
BPD ANTAR WAKTU

Pasal 25

(1) Terhadap anggota BPD yang berhenri sebelum rnasa keanggotaanr.ya
berakhir dapat diadakan penggantian Anggota BPD.

(2) Masa keanggotaan bagi Anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang
belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

(3) Penggantian Anggota BPD sebagaimana tersebut ayat (1) dapat dipilih
dari calon yang pemah diajukan.

Pasal 26

Selambat-lambatnya  dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah adanya
penggantian anggota BPD. harus dilaporkan kepada Bupati untuk mendapat
pengesahan dan dilantik oleh Camat atas nama Bupau.

Pasal 27

(1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa
jabatannya bcrakhir, dapat diadakan penggantian Pimpinan.

(2) Pergantian Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan
dalam Rapar BPD yang diadakan secara khusus unruk memilih Pimpinan
BPD yang akan diganti

(3) Masa jah >"n Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah
masa jabatan sisa waktu yang belum dijalani oleh Pim pinan BPD yang
berhenti atau diberhentikan.
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RAB XIII
TI\DAJ-: A\ PE>iYIDIK.-\i\ TERHADAP t\'\GGOTA BPD
Pasal 28

i) Tinciakan penyidikan tcrhadap anggota BPD dilaksanakan dengue

pr~l'witahuan kepada Carnai. kecuali jika vang be rsangkut an
terrangkap tangan rnelakukan tindak pidana kejanaran.

Dalarn  ha! anggota BPD tertangkap tangan mela kukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud ayat (I), selambat-lambatnya 2 x 24 (Dua kal
dua puluh empat) jam dilaporkan kepada Camat secara tertulis.

BABXIV
TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BPO
Bagian Kesatu
Panitia Pernilihan

Pasal 29

(1) Lntuk rnelaksanakan pemilihan Anggota BPD, Kepaia Desa membentuk

Panitia Pemilihan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur

(3)

Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan yang ada di Desa yang bersangkutan.

Sebelum menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud
ayat (I), Kepala Desa wajib terlebih 'dahulu mengadakan rapat
musyawarah dengan unsur-unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) untuk
menentukan orang-orang yang akan ditunjuk sebagai Anggota Panitia
Pemilihan

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan,
Kepala Desa membentuk Sekretariat Pemilihan yang keanggotaannya
diambil dari unsur Perangkat Desa.

Pasal 30

Tugas Panitia Pemilihan Anggota BPD meliputi

a
b.

menyusun jadwal kegiatan Pemilihan Anggota BPD:

menyusun dan mengusulkan rencana biaya Pemilhan Anggota BPD
kepada Pemerintah Desa;

mengadakan penjaringanbakal calon dari calon-calon yang diajukan
oleh Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Organisasi Sosial
Kemasyarakatan:
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mengadakan seleksi administrasi bakal calon:

mendata dan mernbuat daftar pemilih:

menerapkan dan rnengumumkan calon kepada masyarakat:
melaksanakan pemilihan Anggora BPD:

mernbuat Serita Acara hasil pemilihan Anggota BPD.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan

Pasal 31

Dalam waktu selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari setelah Paniria
Pemilihan dibentuk, Panitia Pemilihan wajib memberitahukan kepada
Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi dan Organisasi
Sosial Kemasyarakatan untuk mengajukau calonnya masing-masing
dengan kerentuan sebanyak-banyaknya 2 (Dua) orang calon.

Dal am mcnetapkan bakal calon sebagaimana dimaksud ayat () Panitia
Pemilhan secara khusus mengadakan rapat bersarna dengan Pimpinan
Organisasi  Sosial Politik. Golongan Profesi dan Organisasi Sosial
Kernasyarakaran.

Dalam wakru selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari terhitung sejak
tanggal diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1),
Pimpinan Organisasi Sosial Politik, Golongan Profesi, dan Organisasi
Sosial Kemasyarakatan menetapkan dan mengajukan narna-nama bakal
calon disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi kepada
Panitia Pemilihan.

Pasal32

Setelah diterimanya usulan Baka! Calon dari Pimpinan Organisasi Sosial
Politik.  Golongan Profesi dan Organisasi Sosial Kernasyarakatan
sebagaimana dimaksud Pasal 3| ayat (3). Panitia Pemilihan wajib meneliti
dan menyeleksi persyaratan administrasi Baka! Calon.

Dalam wakru selarnbatlambarnya 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak
diterimanya usulan narna-nama Baka! Calon sebagaimana dimaksud
Pasal 31 avar (3). Panita Pemilihan wajib membuat dan menetapkari
daftar calon yang memuat identitas para Calon

Daftar calon sebagaimana dimaksud ayat (2). selanjutnya oleh Panitia
Pemilihan diumumkan dan disosialisasikan kepada Warga Desa

Pasal 33

Waktu dan iernpar pemilihan anggora BPD ditetapkan oleh Paniria Pemilihan.
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Pasal 34

Untuk keperluan pelaksanaan pemilihan Anggora BPD diadakan alat-alat
kelengkapan pemilihan disesuaikan dengan kondisi Desa setempat.

Pasal 35
(1) Pemberian suara merupakan  hak penduduk vang berhak memilih

(2) Pcndaftaran pemiih  dilakukan secara aktif oleh pemilih ditempat vang
telah Jitentukan  oleh Panitia  Pemilihan dengan menunjukkan Kartu
Tanda Penduduk atau bukti diri lainnya yang sah.

Pasal 36

() Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap berhak untuk
menggunakan  hak pilihnya

(2) Penggunaan hak pilih seseorang tidak boleh diwakikan kepada orang
lain.
Pasal 37

() Pemilhan  anggora BPD sah jika diikuti oleh sekurang-kurangnva 23
(Dua per tiga) dari jurnlah pemilih retap.

(2) Dalam hal jurnlah pemilh yang menggunakan hak piihnya kurang dari
yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (L), pemilihan Anggota
BPD dinyatakan batal dan selarnbat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari
setelah pembatalan dimaksud Panitia Pemilihan Wajib mengadakan
pemilihan ulang,

(3) Pemilihan Anggota BPD Ulangan dinyatakan sah apabila diikuti oleh
sekurang-kurangnya /2 (Satu per dua) dari jumlah pemilih tetap.

(4) Dalam ha! pemilihan ulang jumlah pemilih yang menggunakan hak
pilhnya kurang dari /2 (Satu perdua) darijumlah secluruh pemilih tetap,
maka dapat dilaksanakan pemilihan bersama oleh “impinan Organisasi

Sosial Politik, Golongan  Profesi dan Pirnpinai.  Organisasi Sosial
Kemasyarakatan  serta Paniria Pemilihan BPD sebagai pelaksana
Pasal 38

Yang dapat memilih anggota BPD adalah penduduk Lesa yang memenuhi

persyaratan sebagai berikut

a  berumur 17 (Tujuh belas) tahun pada saat pendaftar .n atau sudah/pemah
kawin:

b. terdaftar sebagai penduduk Desa sekurang-kuranznya 6 (Enam) bulan
yang dibuktikan  dengan Kartu I~nda Pendudu: (KTP) atau Kartu
Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang:
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c. nvara-nvata ticiak rerganggu jiwa ingatannya:
d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang
relah  memperoleh kekuatan hukurn retap.

BAB XV
PE:\"GESA!IA\." DA'\: PELA\;"f1KA.\; A~GGOT..\ BPO
Pasai 39

() Dalam waktu selarnbar-larnbatnya 4 (Empat) hari setelan diierimanya
laporan pemilihan dan penetapan calon terpilih, Kepala Desa menetapkan
calon terpilih dalarn Keputusan Kepala Desa yang rernuat identitas calon
terpilih dengan dilampiri Serita Acara Hasil Penghitungan Suara untuk
selanjutnya dimintakan pengesahan kepada Bupati.

(2) Dalam waktu selambat-lambatnya :5 (Lima belas) hari terhitung sejak
diterirnanya permintaan pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1),
Bupati menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Anggota BPD.

Pasal 40

() Paling lambat 15 (Lima belas) hari setelah pengesahan Bupati. Camat
atas nama Bupati melantik Anggota BPD.

(2) Sebelum memangku jabatannya Anggota BPD mengucapkan surnpah/
janji yang susunan kata-katanya sebagai berikut :

'Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban-
kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan seclalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara,
dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku bagi egara Kesatuan Republik
Indonesia, Daerah dan Desa.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 4l

(1) Peraturan Tata Tertib BPD ditetapkan dalam Keputusan BPD sesuai
dengan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Persyaratan, tata cara pengangkatan, masa jabatan Sekretaris dan Staf
Sekretariat BPD ditetapkan oleh Kepala Desa dengan mengacu pada
Peraturan Daerah yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara
pengangkatan Perangkat Desa.
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BAB XVII
KETE>JTUAN PERALIHAN;
Pasal 42

(I) Lembaga Musyawarah Desa yang ada saat berlakunva Peraturan Dae rah
ini temp meiaksanakan rugas dan fungsinya sarnpai dengan dibentuk
dan dilanriknya keanggotaan BPD oerdasarkan Peraturan Daerah ini

(2) Selarnbat-larnbatnva [ (Satu) tahun sejak muiai berlakunya Peraturan
Oaerah ni di masingas ing Desa harus sudah terbencuk BPD
berdasarkan Peraruran Daerah ini

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43
Halha! yang belum diatur dalarn Peraturan Daerah ini, akan diatur lehih
lanjut oleh Bupari sepanjang mengenai pelaksanaannya.
Pusal 44
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dundangkan.

Agar setiap orang dapat rnengetahuinya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Daerah

Kabupaten Rembang,
Ditetapl an di Rernbang
pada tar ggal 25 September 2000
BUI "\'TT REM BANG

ttd

HENDARSONO
Diundangkan di Rembang
pada tanggal 2 Oktober 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REM BANG

ttd

H. :\'lOERANTO, SH
Pembina Utama Muda
'MP. 500 040 991

LEMBARA'\' DAERAH IKABUPATEN REMBANG TAHCN 2000 NOMOR 5
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PEV:JELASAI\
ATAS
PERATCRA,\: DAERAH KABIiPATE\i RE.\IBANG
*-JONOR 5 TAHU.\: 2000

TENTANG

BADAN PERWAKILANfDESA
UMUIM

Sebagaimana kita kerahui bersama. bahwa pada tanggal 7 Mei 1999
telah diundangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun [999 tentang
Pemerintahan Dae rah yang merupakan pengganti dari Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tenrang Pemerintahan Desa

Dalarn Pasal 67 dan Pasal [11 Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999 ten tang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa pengaturan lebih
lanjut mengenai Desa dan Kelurahan ditetapka: dengan Peraturan
Dae rah/Kota berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh
Pemerintah.

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-undang Nomor
22 Tahun 1999 tersebut Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan 3
(Tiga) Peraturan Perundang-undangan vyaitu :

I. Peraturan Memeri Dalam Negeri :"omor -l Tahun 1999 tentang
Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam  egeri. Keputusan
Menteri Dalam . egeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai
Pelaksanaan  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 renrang
Pemerinrahan Desa;

2. Kepurusan Menteri Dalam Negeri :\omor 63 Tahun 1999 tenrang
Petunjuk Pelaksanaan dan Pe nye suaian Perisrilahan  dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan:

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri '\iomor 64 Tahun 1999 renrang
Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Lntuk menindaklanjuti Peraruran dan Keputusan Menteri Dalarn
Negeri rersebut diaras. maka salah satu ha! yang harus dilaksanakan
oleh Daerah adalah rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Sadan
Perwakilan Desa (BPD). sebagai perwujudan demokrasi di Desa. yang
berfungsi sebagai Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam ha!
pelaksanaan Peraturan Desa. Anggaran Peridapatan dan Belanja Desa
dan Keputusan Desa.
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PASAL DENI PAS\L
Pasal |

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Posa' 3

Yang dirnaksu.l Orgarnsasi Sosiai Politik adaiar. seriap organisas:
Part ai Politk ~ang mempunyai Surat Keputusc.i r-aming dari atasar.
Parm: Polirik vang oersangkuran diringka: Kabuparen.

Yang oimaksud Go.cngan Proresi adaian Grg?r:"asi :.-ang di+emul:
oleh anggota masyarakat '--arga :egcra Rep.-~:~ Indonesia secaa
sukarela atas dasar persamaan profesi untu- b rperan serta calam
pernbangunan dalam ran; jec/ rn=ncapai rujuan n ,-0iwl dalarn wac:~'l

\:egara l-(,..tu';"" Ron.lblik inuonesia vang "tr, ‘l-;arkan Pancasi .
Yang dimaksud Org..nisasi Sc,si2l kernasvar. -2 . aoalan organi-. ,;
vang cibenruk oleh anggota masvarakat Wu:p - -'ga.-’, Republ:«
donesi a <ecara sukareia atas dasar ~1-c:-c. kef iatan, f-Jin ~i
agama dar: kepercayaan rerhadap Tuhar; :~ : Mana Esa untu-

berperan serra dalam pernbangunan dalam ranzka mencapai tujurn
nasional wadah negara Kesatuan Republik Indonesia vang
berdasarkan pancasila:

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas



Pasai 1!

Hurur a

Cukup jelas
Hurur b

Cukup jelas
[uruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Hurui e

Sehat jasmani dan rohani ridak perlu dengan Surat Keterangan
Sehat dari Dokter.

Huruf f

Berkelakuan baik tidak perlu dengan Surat Keterangan
Be rkelakuan Baik dari Kepolisian.

Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Hunifi
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal I~
Cukup jelas
Pasal IS
Cukup jelas
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Pasal 16
Cukup jelas
Pasal |7
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 20
Ayat ()
Cukup jelas
Avat (2)
Yang dimaksud punya hubungan keh.arga idalah : suamifisrr..
orang tua saudara sekaru, .rng anak anak mcnantu. saudara ipar
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
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Yang dimaksud dengan normayang hidup dan berkernbang dalarn

masvarakat adalah norma agama dan norrna
Pasal 25
Cu.cup jelas
Pasal :lo
Cukup jelas
Pasal /7
Cukup jelas
Pasal28
Cukup jelas
Pasal29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal32
Cukup jelas
Pasal,33
Cukup jelas
Pasal34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Wyat (1)
Cukup jelas
-wat (2)
Cukup Jelas
Jeat (3)
Cukup jeias

susila.
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A>'<ii (4

Pl'militrnn  anggot« f3PD :.anv. diiaksanakan ol--h Orgaru-as: Sosial
Politik. (joiongan Profesi dan Organisas: Sosial Kernasvarakat an
oengan ketentuan

a.

Pasal 38

Jdurnlah anggou! B?D - (Tujuhi Or¢n!! .r-rdiri dari -1 (Ernpat i
unsur Pan a: Pohrik deug an pemhagiar 2 (Di.;a; orang cari
Pan,ll Polit ik >ang p-rolehan suaranys 500 (Lima puluh
perseratus) keatas dan 2 (Dua) orang bcerdasarkan ranking
perolehan suara Tingkat Desa. sedangkan 3 ffiga) orang
lainnya dari unsur Golongan Profesi dan Organisasi Sosial
Kemasyarakaran: '

jurnlah anggota BPD 9 (Sembilan) orang ten!;,; terdiri dari 5
(Lima) unsur Partai Polirik dengan pernbagian 2 (Dua) orang
dari Parrai Politik yalg perolehan suaranya 50"0 (Lima puluh
perseratus) keatas dan 3 (Tiga) orang berdasarkan ranking
perolehan suara Tingkat Desa. sedangkan 4 (Empat) orang
lainnya dari unsur Gok,ngan Profesi dan Organisasi Sosial
Kernasyarakatan:

jumlah anggota BPD 11 (Sebelas) orang terdiri dari 6 (Enam)
unsur Partai Politik dengan pernbagian 2 (Dua) orang dari
Partai Politlk yang perolehan suaranva 50 % (Lima puluh
perseratus) kearas dan 4 (Empat) orang berdasarkan rank-
ing perolehan suara Tingkat Desa, sedangkan 5 (Lima) or-
ang lainnya dari unsur Golongan Profesi dan Organisasi Sosial
Kernasyarakatan:

jumlah anggota BPD 13 (Tiga belas) orang terdiri dari 7
(Tujuh) unsur Partai Politik dengan pembagian 2 (Dua) or-
ang dari Partai Politik yang perolehr n suaranya 50% (Lima
puluh perseratus) keatas dan 5 (Liria) orang berdasarkan
ranking perolehan suara Tingkat Desa. sedangkan 6 (Enarn)
orang lainnya dari unsur Golongan Profesi dan Organisasi
Sosial Kernasvarakatan:

apabila ada Quota yang tidak ierp-nuhi maka kelebihan
dikembalikan kepada Partai Politik riayoritas.

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas



PG~al Il
Cukup jelas

Cukup jelas
Prsal 42

Cukup jelas
Pasal -3

Cukup jelas
Pasal 44

Cukup jelas
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